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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan Debt Collector yang melakukan eksekusi terhadap
nasabah adalah perbuatan melanggar pidana karena tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan
putusan Pengadilan, Debt collector tidak berhak untuk melakukan
eksekusi, seorang debt collector hanya menerima tugas dari leasing dan
bertugas sebagai pengarahan terhadap para nasabah agar nasabah bisa
mampu untuk membayar angsuran dalam jangka waktu yang di janjikan
dan menurut dari surat perjanjian yang di buat oleh pihak leasing
terhadap para nasabah. Pelaksana eksekusi adalah juru sita dari
pengadilan berdasarkan putusan dari hakim, maka eksekusi dari pihak
debt collector itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyalah gunakan
atas nama dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, eksekusi hanya dapat di lakukan berdasarkan putusan
dan/atau penetapan dari pengadilan. Berdasarkan putusan dan/atau
penetapan pengadilan tersebut, juru sita pengadilanlah yang dapat
melakukan eksekusi.

b. Bahwa Upaya hukum nasabah terhadap tindakan debt collector dapat di
tempuh dari beberapa cara yaitu dengan melaporkan debt collector
kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Pasal 368 KUHP Pidana

dan pasal 36 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia serta membawa bukti—
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bukti yang di perlukan, selain melaporkan kepolisian republik Indonesia
nasabah dapat menempuh jalur lain yaitu menempuh jalur perdata
dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan
membawa berkas-berkas yang di butuhkan jika nasabah dalam
menempuh jalur hukum terdapat ke tidak puasan maka nasabah berhak
melakukan upaya hukum, upaya hukum tersebut di bagi menjadi 2
(dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum biasa, upaya hukum
biasa yakni upaya hukum berupa Banding dan Kasasi, upaya hukum
luar biasa yakni upaya hukum berupa Peninjauan Kembali.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang saya berikan adalah sebagai

berikut :

a. Ketika nasabah mengalami suatu tindakan eksekusi yang di lakukan debt
collector segeralah nasabah tersebut melakukan suatu pembelajaran kepada
debt collector bahwa tindakan tersebut telah melawan hukum dan tidak
sesuai dengan peratura perundang-undang yang berlaku.

b. Ketika nasabah merasa di rugikan oleh tindakan debt collector, saran dari
penulis segeralah melaporkan kepada pihak yang berwajib serta melakukan
upaya hukum yang telah di atur dan sebaiknya dalam melakukan upaya
hukum terhadap orang perorangan tersebut, upaya hukum harus di lakukan
dengan melihat asas praduga tak bersalah.

c. Debitur seharusnya beritikad baik untuk menyerahkan jaminan kepada

kreditur penerima fidusia manakala sudah wanprestasi karena tidak mampu
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mengembalikan pinjaman dan tidak melakukan upaya-upaya yang
menghambat eksekusi dengan mengajukan tuntutan pidana, mengajukan
gugatan perdata yang semata-mata hanya bertujuan untuk mengulur waktu

memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
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